
 
 

 

   

 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN  

 
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

NOMOR 1740/X/TAHUN 2025 
 

TENTANG 

 
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK 

SEKOLAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang 

berhak memperoleh pendidikan layak sehingga perlu 

dilakukan pencegahan dan penanganan secara intensif bagi 

anak tidak sekolah melalui rencana aksi daerah pencegahan 

dan penanganan anak tidak sekolah di daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan;  

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2008 tentang Wajib Belajar dimana Pemerintah Daerah 

menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 

pada jenjang pendidikan dasar menengah tanpa dipungut 

biaya sehingga perlu adanya pencegahan dan penanganan 

anak tidak sekolah di daerah yang membutuhkan struktur 

koordinasi dan peran pemangku kepentingan serta 

mekanisme kerja sama yang melibatkan berbagai pihak yang 

bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya melalui program 

dan kegiatan yang direncanakan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2025 – 2029; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301);  



 
 

 2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5871); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah 

diubah dengan  

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 



 
 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6762); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 



 
 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi penyandang 

Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 289); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 

Nomor 2); 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 

2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak 

Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2020 Nomor 71); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU     :  Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak 

Tidak Sekolah di daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA :  Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU meliputi: 

I. Bab I  Pendahuluan; 

II. Bab II  Capaian Aksi Kolaborasi dan Analisis Situasi     

     Pendidikan; 

III. Bab III  Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran dan 

Indikator  

              Program; dan 

IV. Bab IV  Program, Kegiatan, Anggaran, Monitoring dan  

   Evaluasi. 

 

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan 

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 
 

   Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 29 Oktober 2025  

  

      GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

        

 
       £ 
 

 

          ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

 

 

Tembusan : 

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
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